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Abstract 

This study aims to analyze the involvement of marginalized groups in the formulation of 

regional regulations (Perda) in Mataram City within the framework of inclusive local 

political participation. This study uses a qualitative method with a Systematic Literature 

Review (SLR) approach to scientific articles published in the last five years (2021–2025) 

and available in the Dimensions and Scopus databases. Only literature that meets the 

eligibility criteria—including topic relevance, journal reputation, and full-text 

availability—is systematically analyzed. The results of the study show that the participation 

of marginalized groups, such as female heads of households, people with disabilities, and 

indigenous communities, is still hampered by structural and cultural factors. Existing 

participatory mechanisms are symbolic and not substantively inclusive. Although digital 

technology offers the potential to expand participation, its implementation still faces 

challenges in terms of social justice and cultural sensitivity. This study recommends the 

need to integrate the principles of intersectionality, social justice, and participatory 

evaluation in the formulation of Perda. This study contributes to filling the literature gap 

on inclusive local political participation and offers a new direction for regional policies 

that are more transformative and responsive to the needs of vulnerable groups. 

Keywords: Political Party Participation, Marginal Groups, Regional Regulation 

Formulation 

  

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan kelompok marginal dalam 

penyusunan peraturan daerah (Perda) di Kota Mataram dalam kerangka inklusivitas 

partisipasi politik lokal. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

Systematic Literature Review (SLR) terhadap artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan 

dalam lima tahun terakhir (2021–2025) dan tersedia dalam database Dimensions dan 

Scopus. Hanya literatur yang memenuhi kriteria kelayakan—termasuk relevansi topik, 

reputasi jurnal, dan ketersediaan teks lengkap—yang dianalisis secara sistematis. Hasil 

studi menunjukkan bahwa partisipasi kelompok marginal, seperti perempuan kepala 

keluarga, penyandang disabilitas, dan komunitas adat, masih dihambat oleh faktor 

struktural dan kultural. Mekanisme partisipatif yang ada bersifat simbolik dan belum 

inklusif secara substantif. Meskipun teknologi digital menawarkan potensi perluasan 

partisipasi, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam aspek keadilan sosial 

dan sensitivitas budaya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi prinsip 

interseksionalitas, keadilan sosial, dan evaluasi partisipatif dalam perumusan Perda. Studi 

ini berkontribusi pada pengisian celah literatur tentang partisipasi politik lokal yang 

inklusif dan menawarkan arah baru bagi kebijakan daerah yang lebih transformatif dan 

responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. 
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Kata Kunci: Partisipasi Partai Politik, Kelompok Marginal, Penyusunan Peraturan 

Daerah 

 

PENDAHULUAN 

Partisipasi politik lokal merupakan fondasi utama dalam membangun sistem 

pemerintahan yang inklusif dan demokratis. Konsep ini merujuk pada keterlibatan 

aktif warga negara dalam proses pembuatan keputusan publik, termasuk dalam 

perumusan regulasi dan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan 

masyarakat. Dalam kerangka desentralisasi di Indonesia, peraturan daerah (Perda) 

menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan 

lokal secara spesifik dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas 

partisipasi dalam proses ini tidak hanya ditentukan oleh keberadaan forum-formal 

demokrasi, tetapi juga oleh kapasitas dan aksesibilitas masyarakat untuk 

berpartisipasi secara bermakna, terutama kelompok yang secara historis 
termarjinalkan (Pratama & Subandi, 2023). 

Kelompok marginal dalam konteks kebijakan lokal mencakup individu atau 

komunitas yang mengalami hambatan struktural dan kultural dalam mengakses 

ruang partisipasi, seperti perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, 

komunitas adat, hingga masyarakat miskin kota. Hambatan yang mereka hadapi 

bukan hanya bersifat material, tetapi juga psikososial, seperti ketimpangan akses 

informasi, tidak adanya organisasi pendukung, serta perasaan terasing akibat tidak 

terpenuhinya kebutuhan psikologis akan otonomi, kebermaknaan, dan kompetensi. 

Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, partisipasi menjadi semakin sulit tercapai dan 

menghasilkan eksklusi berlapis yang berdampak pada rendahnya keterwakilan 

dalam pengambilan keputusan publik (Bruch et al., 2023). 

Peraturan daerah (Perda) memiliki posisi strategis sebagai instrumen 

kebijakan publik yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjawab 

kebutuhan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, 

efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh proses implementasi, tingkat partisipasi 

publik, serta karakteristik sosial-politik wilayah setempat. Dalam konteks seperti di 

Bandar Lampung, keberadaan regulasi yang bertujuan menjaga ketertiban tidak 

mampu diterapkan secara optimal akibat lemahnya sanksi dan kebijakan 

pendukung(Hutasuhut et al., 2022). Di sisi lain, Perda juga memiliki potensi besar 

dalam memberdayakan ekonomi lokal, seperti di Indramayu, di mana regulasi 

diarahkan untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan kemandirian ekonomi 

masyarakat (Suhendar et al., 2022). Partisipasi aktif warga, seperti di Humbang 

Hasundutan, menjadi faktor krusial agar regulasi benar-benar sesuai dengan 

kebutuhan dan konteks lokal (Naibaho & Siburian, 2022). 

 Keterlibatan kelompok marginal dalam proses kebijakan mencerminkan 

realitas yang kompleks dan multidimensional. Banyak dari mereka menghadapi 

hambatan struktural seperti minimnya akses terhadap informasi, serta ketiadaan 

organisasi pendukung yang dapat mengadvokasi kepentingan mereka (Ro’fah et al., 

2022). Selain itu, faktor psikologis seperti tidak terpenuhinya rasa memiliki dan 

kompetensi dapat mengakibatkan keterasingan dari ruang partisipatif. Namun 

demikian, ada dinamika positif yang muncul ketika keterlibatan dibangun melalui 

identitas kolektif dan solidaritas komunitas, seperti yang terjadi pada komunitas 

religius minoritas yang meningkatkan partisipasi melalui kesamaan pengalaman 

(Nojan, 2022). serta proyek visual partisipatif yang berhasil memberdayakan 
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masyarakat meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya (Black & Sykes, 

2022). 

Tantangan terhadap partisipasi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga 

sistemik dan kultural. Secara struktural, banyak lembaga yang belum memiliki 

kerangka kerja untuk mendukung partisipasi inklusif, termasuk terbatasnya akses 

terhadap transportasi, pengasuhan anak, dan waktu yang fleksibel untuk mengikuti 

kegiatan public (Naheed et al., 2021). Kebijakan yang ada pun sering kali belum 

sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan, sehingga memperparah eksklusi 

(Nadeau et al., 2022). Di sisi kultural, norma sosial dan bias sejarah turut 

melemahkan kepercayaan terhadap institusi, terutama di kalangan perempuan dan 

komunitas adat. Rendahnya kompetensi budaya dari penyelenggara kegiatan 

partisipatif juga menghambat keterlibatan yang bermakna (Castellon-Lopez et al., 

2022). Kendati demikian, tantangan ini juga membuka ruang bagi reformasi dan 

pendekatan inovatif yang lebih adil dan responsif. 

Meskipun berbagai penelitian telah menyoroti pentingnya partisipasi publik 

dan tantangan yang dihadapi kelompok marginal, belum banyak kajian yang secara 

spesifik mengeksplorasi bagaimana kelompok ini terlibat dalam proses penyusunan 

Perda di tingkat kota, terutama dalam konteks budaya dan sosial-politik seperti di 

Kota Mataram (Nusamuda et al., 2025). Kesenjangan ini penting untuk diisi 

mengingat posisi strategis Perda sebagai kanal utama representasi kepentingan 

lokal. Penelitian ini menawarkan kontribusi dengan menganalisis secara kritis 

dinamika keterlibatan kelompok marginal dalam penyusunan Perda di Kota 

Mataram, dengan fokus pada faktor struktural, kultural, dan kelembagaan yang 

memengaruhi inklusivitas partisipasi politik lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang partisipatif bagi kelompok marginal 

serta merumuskan strategi kebijakan yang mendukung keterlibatan mereka secara 

substantif dalam proses legislasi daerah. 

  

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Systematic 

Literature Review (SLR). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, 

mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua hasil penelitian yang relevan 

mengenai Inklusivitas Partisipasi Politik Lokal: Analisis Keterlibatan Kelompok 

Marginal dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kota Mataram. Pendekatan ini 

bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang 

relevan secara sistematis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam 

mengenai topik yang diteliti. Data dalam penelitian ini bersumber dari database 

Dimensions (https://app.dimensions.ai) dan Scopus (https://www.scopus.com) 

dengan interval publikasi 5 tahun terakhir untuk memastikan bahwa data yang 

digunakan adalah data terkini dan relevan dengan Inklusivitas Partisipasi Politik 

Lokal: Analisis Keterlibatan Kelompok Marginal dalam Penyusunan Peraturan 

Daerah di Kota Mataram. 

Kriteria kelayakan data dalam penelitian ini ditetapkan untuk memastikan 

bahwa hanya literatur yang relevan dan berkualitas tinggi yang dianalisis. Kriteria 

tersebut meliputi (1) artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan 

internasional bereputasi; (2) studi yang secara khusus membahas Inklusivitas 

Partisipasi Politik Lokal: Analisis Keterlibatan Kelompok Marginal dalam 

Penyusunan Peraturan Daerah di Kota Mataram; (3) publikasi yang diterbitkan 
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dalam 5 tahun terakhir (2021-2025); (4) artikel yang tersedia dalam bentuk teks 

lengkap dan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Prosedur penelitian 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Prosedur penelitian 

Gambar 1 menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan dalam beberapa 

tahap, yaitu perumusan masalah, penentuan kriteria kelayakan, seleksi data, analisis 

data, interpretasi dan sintesis data, dan penarikan kesimpulan. Tahap perumusan 

masalah penting dilakukan untuk membatasi topik yang dibahas, yaitu Inklusivitas 

Partisipasi Politik Lokal: Analisis Keterlibatan Kelompok Marginal dalam 

Penyusunan Peraturan Daerah di Kota Mataram. Kriteria kelayakan ditentukan 

untuk menyaring data yang sesuai dengan topik dengan kata kunci yang relevan 

seperti “(Partisipasi Partai Politik AND Kelompok Marginal AND Penyusunan 

Peraturan Daerah) OR (Political Party Participation AND Marginalized Groups 

AND Formulation of Regional Regulations)”. Selanjutnya, data dipilih dari 

database Dimensi dan filter diterapkan untuk data yang diterbitkan dalam 5 tahun 

terakhir (2021-2025). Selanjutnya, data yang terkumpul diimpor ke dalam 

perangkat lunak VOSviewer untuk membuat visualisasi hubungan antara kata kunci 

dan tema dalam penelitian ini. Hasil visualisasi dan analisis data dari VOSviewer 

diinterpretasikan untuk menjelaskan variabel-variabel kunci dalam Inklusivitas 

Partisipasi Politik Lokal: Analisis Keterlibatan Kelompok Marginal dalam 

Penyusunan Peraturan Daerah di Kota Mataram. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Seleksi Data 

Hasil pencarian di database pengindeks menemukan total 166,965 data, 

meliputi data open access sebanyak 19,057 data dan sisanya adalah close access. 

Dari 19.057 data tersebut, terdapat 6,971 data merupakan artikel dan 12,086 data 

merupakan buku dan prosiding. Dengan demikian, terdapat 2,290 data yang akan 

dianalisis pada tahap selanjutnya. Sebaran jumlah data tersebut sesuai dengan 

Gambar 2. 
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Gambar 2. Distribusi jumlah data selama satu dekade 
Gambar 2 menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang signifikan sejak 

tahun 2020, di mana tercatat hampir 450 publikasi. Peningkatan ini 

mengindikasikan bahwa isu yang dikaji mulai memperoleh perhatian akademik 

yang lebih besar, kemungkinan sebagai respons terhadap dinamika sosial-politik 

atau kebijakan inklusif yang menyoroti posisi kelompok marginal dalam proses 

pengambilan keputusan. Tahun 2021 dan 2022 memperlihatkan tren pertumbuhan 

yang stabil, yang kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan total 

publikasi sekitar 650. Konsistensi publikasi dalam rentang waktu tersebut 

mencerminkan proses konsolidasi wacana akademik, di mana isu yang sebelumnya 

bersifat periferal mulai terintegrasi ke dalam arus utama kajian ilmiah. Hal ini 

ditandai dengan peningkatan intensitas diskusi teoretis, penguatan pendekatan 

metodologis, serta diversifikasi perspektif analisis dalam penelitian yang relevan. 

Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah publikasi secara signifikan, 

yang kemudian disusul oleh penurunan yang lebih tajam pada tahun 2025. 

Penurunan ini sangat mungkin disebabkan oleh keterbatasan teknis, seperti belum 

tuntasnya proses indeksasi atau keterlambatan input data dalam sistem basis data 

ilmiah. Dengan demikian, angka publikasi pada dua tahun terakhir tidak dapat 

dijadikan indikator substantif atas menurunnya minat atau relevansi akademik 

terhadap isu yang bersangkutan. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa 

isu yang dikaji mengalami perkembangan yang cukup pesat dan signifikan dalam 

ruang akademik, dengan kecenderungan menuju pelembagaan dalam literatur 

ilmiah yang responsif terhadap tuntutan keadilan sosial dan inklusivitas kebijakan 

publik. 

Visualisasi Jaringan Data  

Data yang telah melalui proses seleksi kemudian divisualisasikan dengan 

menggunakan VOSviewer untuk melihat variabel-variabel penelitian dan hubungan 

antar variabel. Hasil visualisasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Network Visualization Dari Variabel Penelitian 

Gambar 3 adalah visualisasi jaringan dari semua variabel yang dipelajari 

selama 10 tahun terakhir dan menggambarkan empat kelompok warna yang 

berbeda: hijau, merah, kuning, dan biru. Interpretasi setiap variabel adalah sebagai 

berikut. 

1. Red Cluster (Partisipasi, Kekuasaan, dan Keadilan Sosial) 

Klaster merah sangat dominan dengan kata kunci seperti participation, right, 

power, involvement, democracy, justice, social justice, influence, gender, dan 

indonesia. Ini mengindikasikan fokus wacana pada hak politik dan representasi 

kelompok marginal, distribusi kekuasaan, serta peran partisipatif dalam tata kelola 

kebijakan. Dalam konteks lokal, ini menyiratkan pentingnya keterlibatan aktif 

kelompok rentan-perempuan, disabilitas, komunitas adat, dan miskin kota-dalam 

proses demokrasi deliberatif, termasuk dalam penyusunan peraturan daerah yang 

adil dan inklusif. 

2. Green Cluster (Sains, Teknologi, dan Respons Global) 

Klaster hijau terdiri dari kata kunci seperti technology, science, risk, crisis, 

global south, innovation, debate, dan food system. Fokus klaster ini adalah 

dinamika global terkait inovasi dan respons terhadap krisis (termasuk pandemi atau 

ketimpangan global), dan bagaimana pengetahuan ilmiah serta teknologi dapat 

dimobilisasi untuk membangun sistem pemerintahan yang tanggap, adil, dan 

adaptif. Dalam konteks partisipasi lokal, klaster ini menunjukkan pentingnya 

menggunakan data, teknologi partisipatif, dan pemikiran kritis berbasis sains 

sebagai alat pemberdayaan kelompok marginal. 

3. Blue Cluster (Kesehatan, Kependudukan, dan Reformasi Sistem) 

Klaster biru ditandai oleh kata kunci seperti health system, population, covid, 

pandemic, care, quality, reform, dan health service. Ini menandakan narasi terkait 

sistem pelayanan publik, khususnya kesehatan dan kependudukan, dalam kondisi 

krisis global. Relevansi dengan partisipasi politik lokal adalah pentingnya reformasi 

kebijakan publik berbasis kebutuhan nyata masyarakat marginal, terutama pasca 

pandemi yang memperdalam ketimpangan akses terhadap layanan publik. 
Berdasarkan pembagian cluster tersebut, peneliti dapat melakukan kajian lebih 

mendalam terhadap beberapa topik sebagai berikut. 
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1. Dinamika Partisipasi Politik Lokal di Kota Mataram 

Representasi kelompok marginal dalam forum perumusan Peraturan Daerah 

(Perda) merupakan elemen krusial dalam menjamin hak-hak mereka serta 

memastikan aspirasi mereka terdengar secara substansial. Sayangnya, representasi 

ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Salah satu 

tantangan utama adalah ketiadaan kerangka regulasi yang spesifik dan memadai 

untuk menjamin keberadaan dan keterlibatan kelompok marginal dalam proses 

legislasi daerah. Studi tentang keberadaan "Pak Ogah" di Yogyakarta, misalnya, 

menunjukkan tidak adanya peraturan teknis yang mengatur representasi mereka, 

yang berdampak pada lemahnya dukungan institusional (Adhi, 2022). Selain itu, 

ketimpangan dalam proses hukum seringkali menjadi penghambat partisipasi, 

terutama bagi kelompok perempuan dan penyandang disabilitas yang kerap 

menghadapi bias struktural dalam akses terhadap keadilan (Muhammad Roshiku et 

al., 2023). Dalam konteks ini, representasi yang bersifat substantif menjadi penting, 

yaitu yang tidak sekadar menghadirkan kelompok marginal secara simbolik, tetapi 

juga mengakomodasi keragaman pengalaman mereka melalui pendekatan 

interseksional (Siow, 2023). 

Kualitas representasi juga sangat bergantung pada kerja kolektif institusi, 

bukan hanya pada individu perwakilan semata (Leahy & Ferri, 2023). Pendekatan 

kolektif memungkinkan pemenuhan kebutuhan lintas kelompok marginal secara 

lebih menyeluruh. Pengalaman dari riset kesehatan juga menunjukkan pentingnya 

strategi rekrutmen yang terencana dan inklusif dalam menjangkau kelompok rasial 

dan etnis minoritas, sebagaimana dibuktikan dalam studi mengenai partisipasi 

penderita Parkinson dari kelompok terpinggirkan (Di Luca et al., 2023). Namun 

demikian, partisipasi yang efektif seringkali terhambat oleh kendala struktural 

seperti minimnya kebijakan yang mendukung, terbatasnya dana dan sumber daya, 

serta struktur organisasi yang kaku (Duke et al., 2023). Tantangan ini diperparah 

oleh hambatan kultural berupa stereotip negatif dan eksklusi historis, terutama 

terhadap masyarakat adat, anak-anak, serta penyandang disabilitas yang secara 

sistematis dikeluarkan dari proses pengambilan keputusan (Laforgue et al., 2022). 

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa 

partisipasi polirftik lokal yang inklusif membutuhkan reformasi menyeluruh baik 

dalam dimensi kelembagaan maupun budaya. Dalam konteks Kota Mataram, 

dinamika partisipasi kelompok marginal dalam penyusunan Perda mencerminkan 

kecenderungan yang serupa-di mana kehadiran mereka sering bersifat formalistik 

dan tidak diiringi dengan dukungan struktural yang memadai (Rulah et al., 2023). 

Selain itu, belum adanya mekanisme afirmatif yang spesifik untuk kelompok rentan 

seperti perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan komunitas adat 

lokal memperkuat kesenjangan representasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi 

partisipasi yang lebih substansial, interseksional, dan terlembagakan agar 

partisipasi politik lokal tidak hanya menjadi simbol demokrasi, tetapi menjadi 

instrumen keadilan sosial yang nyata. 

2. Inovasi Teknologi dan Aksesibilitas Informasi Partisipatif 

Meskipun perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar dalam 

meningkatkan akses suara publik, kenyataannya ketimpangan digital dan 

ketidaksetaraan sosial masih menjadi penghambat utama partisipasi kelompok 

marginal. Di kawasan Asia Selatan, misalnya, Pakistan tertinggal dalam aspek 

inklusi digital dibandingkan India dan Bangladesh, menunjukkan bahwa kerentanan 
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sosial sangat berkorelasi dengan eksklusi digital (Rafiq, 2023). Kondisi ini 

diperburuk selama pandemi COVID-19, di mana keluarga berpendapatan rendah 

dan komunitas termarjinalisasi di Singapura mengalami keterbatasan akses 

terhadap teknologi digital, sehingga memperlebar kesenjangan sosial (Ng et al., 

2023). Di sisi lain, individu dengan disabilitas intelektual menghadapi hambatan 

besar dalam menggunakan teknologi karena desain yang tidak inklusif, menegaskan 

perlunya pendekatan berbasis desain berpusat pada pengguna (Murphy et al., 2022). 

Di Amerika Serikat, praktik digital redlining secara sistematis menutup akses 

internet broadband bagi komunitas berpendapatan rendah, yang berimbas pada 

ketimpangan akses kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan (McCall et al., 2022). 

Keterbatasan dalam teknologi partisipatif juga tampak dalam inisiatif Open 

Government Data (OGD) yang belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan 

partisipasi publik. Banyak platform OGD gagal menyediakan data yang memadai 

dan ramah pengguna, seperti tercermin dalam evaluasi platform data lingkungan di 

Amerika Serikat, di mana hanya 20% negara bagian mencapai skor memadai dalam 

hal aksesibilitas dan kemudahan penggunaan (Fusi et al., 2023). Namun demikian, 

keberhasilan beberapa platform seperti portal data terbuka Kota Milan 

menunjukkan bahwa desain antarmuka yang menarik dan visualisasi yang canggih 

mampu meningkatkan keterlibatan publik secara signifikan (Giuseppe Sindoni, 

2021). Selain itu, strategi gamifikasi dan pelibatan komunitas lokal—seperti 

penggunaan badge digital dalam proyek sains warga atau pengumpulan data di Kota 

Turin—telah terbukti mendorong partisipasi dan menumbuhkan rasa kepemilikan 

terhadap data (Bruch et al., 2023) . 

Dari temuan-temuan ini, dapat disimpulkan bahwa inovasi teknologi hanya 

akan efektif dalam meningkatkan partisipasi jika disertai dengan prinsip 

inklusivitas dan keberpihakan pada kelompok rentan. Dalam konteks “Inovasi 

Teknologi dan Aksesibilitas Informasi Partisipatif”, penting bagi pemerintah 

daerah, termasuk Kota Mataram, untuk memastikan bahwa platform partisipasi 

digital dirancang dengan mempertimbangkan keberagaman kebutuhan warganya. 

Implementasi teknologi partisipatif yang sensitif terhadap kesenjangan sosial, 

seperti penyediaan akses bagi penyandang disabilitas atau masyarakat miskin kota, 

akan menentukan sejauh mana teknologi benar-benar dapat memperluas ruang 

partisipasi warga secara demokratis dan setara. Inisiatif seperti OGD perlu ditopang 

oleh strategi edukatif dan teknis agar tidak hanya menjadi alat administratif, 

melainkan juga sarana pemberdayaan. 

3. Integrasi Keadilan Sosial dalam Desain Kebijakan Lokal 

Peraturan Daerah (Perda) memiliki peran penting dalam membentuk norma 

sosial dan hukum yang memengaruhi kelompok rentan. Di satu sisi, Perda dapat 

memberikan perlindungan hukum bagi komunitas marginal, tetapi jika tidak 

dirancang secara sensitif dan inklusif, regulasi ini berpotensi memperkuat 

diskriminasi dan stigma sosial (Havrylenko & Renov, 2023). 

Dalam konteks kesehatan publik, ketidaktepatan strategi komunikasi dapat 

memperburuk kerentanan kelompok tertentu. Seperti yang terjadi selama pandemi 

COVID-19, komunitas rentan kesulitan memahami pesan kesehatan publik akibat 

pendekatan komunikasi yang tidak disesuaikan secara budaya dan linguistik 

(Jepson et al., 2022). Selain itu, pelabelan kelompok sebagai “rentan” tanpa 

mempertimbangkan keragaman latar belakang sosial-ekonomi dapat menimbulkan 
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ageisme dan paternalistik dalam kebijakan layanan publik, sehingga mengabaikan 

penyebab struktural dari kerentanan itu sendiri (Langmann, 2023). 

Dalam merancang kebijakan lokal yang adil, penting untuk 

mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan distributif seperti utilitarianisme, 

kesetaraan, dan kebutuhan (de Ruiter et al., 2024). Studi di Vietnam menujukkan 

bahwa pendekatan utilitarian secara konsisten menghasilkan kebijakan adaptasi 

yang paling stabil dan disukai, karena memaksimalkan kesejahteraan kolektif di 

tengah kesenjangan kapasitas individu (Jafino et al., 2022). Sementara itu, dalam 

konteks pembangunan infrastruktur publik, pendekatan berbasis kebutuhan lebih 

diterima oleh masyarakat dibanding kesetaraan atau utilitarianisme (Chung, 2023). 

Karena dianggap lebih adil dalam mengalokasikan sumber daya (Schmid et al., 

2021). Studi lain di Chiapas, Meksiko, memperlihatkan bahwa prinsip keadilan 

dalam distribusi manfaat program berbasis komunitas sangat dipengaruhi oleh 

norma lokal, seperti hak milik dan kontribusi individu (Izquierdo-Tort et al., 2022). 

Hal ini menegaskan bahwa desain kebijakan publik harus mempertimbangkan 

konteks sosial-budaya secara spesifik agar keadilan benar-benar dapat terwujud. 

Integrasi keadilan sosial dalam desain kebijakan lokal, termasuk dalam 

formulasi Perda, menuntut keseimbangan antara prinsip moral universal dan nilai-

nilai lokal. Dalam konteks Kota Mataram, misalnya, penetapan Perda yang 

berkaitan dengan kelompok rentan harus memperhatikan sensitivitas budaya dan 

kebutuhan spesifik warga, seperti lansia, perempuan, penyandang disabilitas, dan 

masyarakat adat. Prinsip keadilan berbasis kebutuhan harus menjadi dasar alokasi 

sumber daya dan layanan publik, tanpa mengabaikan keinginan untuk mencapai 

kesejahteraan kolektif secara efisien. Evaluasi terhadap Perda yang telah diterapkan 

juga penting dilakukan untuk menilai dampaknya secara langsung terhadap 

kelompok rentan, agar kebijakan tidak hanya menjadi produk hukum formal, 

melainkan juga instrumen transformasi sosial yang substantif. 

 

KESIMPULAN  

Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa partisipasi politik lokal yang 

inklusif di Kota Mataram masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang 

serius. Mekanisme partisipasi yang ada cenderung simbolik dan belum sepenuhnya 

berpihak pada kelompok marginal, seperti perempuan kepala keluarga, penyandang 

disabilitas, dan komunitas adat. Inovasi teknologi, meskipun menjanjikan sebagai 

sarana perluasan partisipasi, hanya akan efektif apabila dirancang dan 

diimplementasikan dengan prinsip keadilan sosial dan inklusivitas yang kuat. Oleh 

karena itu, desain kebijakan lokal, termasuk Perda, harus secara sadar 

mengintegrasikan prinsip kebutuhan, sensitivitas budaya, dan evaluasi partisipatif 

agar benar-benar menjadi alat transformasi sosial yang adil. 

Penelitian mendatang perlu difokuskan pada pengembangan model 

partisipasi digital yang interseksional dan inklusif, serta evaluasi dampak kebijakan 

lokal terhadap kelompok rentan secara longitudinal, guna memastikan 

keberlanjutan keadilan sosial dalam tata kelola pemerintahan daerah. 
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